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ABSTRAK 
 

Pemerintah menerapkan skema pengadaan Kerja Sama Pemerintah dan Swasta 
untuk mengatasi keterbatasan anggaran dalam memenuhi kebutuhan pendanaan 
proyek infrastruktur strategis di Indonesia. Fenomena tersebut tercermin dalam 
pembangunan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Permasalahan penelitian ini 
adalah mengenai implementasi Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 dalam 
pengadaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan prinsip-prinsip Kerja Sama 
Pemerintah dan Swasta pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Metode 
penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif 
dengan menggunakan spesifikasi penelitian berupa deskriptif-analitis. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 
93 Tahun 2021 membawa dampak signifikan terhadap pola pendanaan proyek 
Kereta Cepat Jakarta-Bandung dari semulanya berbasis business to business 
kemudian bergeser menjadi skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha. 
Proses pengadaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung berlangsung dalam 
rentang waktu yang panjang, sehingga memicu munculnya sejumlah penyesuaian 
pada aspek teknis, kelembagaan, maupun regulasi selama proses pengadaan. 
Selama proses pengadaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, pemerintah dan 
badan usaha telah berupaya untuk memenuhi seluruh prinsip-prinsip Kerja Sama 
Pemerintah dan Badan Usaha. Namun, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung 
menggambarkan kompleksitas implementasi prinsip-prinsip Kerja Sama 
Pemerintah dan Badan Usaha dalam praktiknya. 
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